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Tulisar ini hendak mengkaji bagaimana idealnya

Wnanganan kasus pidana anak ilotgan titik tekn Wila
hak-hakyang xharunya diterimo oleh anak- Anak aiblah
seorang yang masih muda dan secara kejiwam rusih labil
sehingga seing ktli mudnh iliombang-ambingkn oleh

liagktngan xkitar. Pemeliharaaa, perhatiou pengu&on
dan pltyatwn adalahhakyang selnrustya mereka proleh
bahkan ketika anak lnsandutg persoalan pitlaru- Karena
itulah kemudian dikenal Peradilan Annk yrng ilidamrkan
pada Unilang UntlangNanor 8 Talun 1987 tmtangKtab
Undang Undang Huhtm Acara (KllHAP) ilan Unilang
Undang Nomor j Talun 7997 lentang Peradilat Anak
(UUPA). Dua urulaag-urulaag inipun masih tlilopang
ilenyn Undang-Undang No. 39 Tolatn 79*) tcntmg Hak
Asasi Manusia, Unilang-Uadaag No. 4 tahua 7979
tentang Kexjahkmm Anah tbn Undatg-Undang No. 23
Talun 2002 teatang Perlindungaa Analc lroninya,mnsih
saja mmcaat kasus peraililan anak yang tidak *suai
dmgan ruh Undang-Unilang ili alas, prosesprodihn tidak
dilahtknn secara persttasif tlmgan memprtim-bcnglan cii
dan karakter anak iletgan oientasi percmurn akar pnna-
salahan sena rehabilitasi, akan tetapi yoses menggunakan
peruililan biasa yang terlcesan memojo&an si-anak

Kata Kunci: KUHAP, UUPA, Hak Anak, lJrulang-
Undang.
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PENDAHULUAN
'Tidak pemah terlintas dalam benak seotang ibu, bahwa

anak dan sembilan temannya sesama penyemir sepatu di
Bandara Internasional Soekamo - Hatta b;kafditangtap polisi
karena bermain "macan buram" (permainan lenpar koin).
Bahkan akibat mainan tersebut 10 anak tersebut meniadi
tahanan polisi karena disangka berjudi. Kasus tersebut kemu-
dian dipersidangkan di tengah pro dan kontra. Pada tanggal
27 Juli 2009 akhirnya majlis hakim Pengadilan Negeri
Tangerimg meniatuhkan vonis bersyarat bagi 10 anal yang
menjadi terdakwa. Tetapi, pengacara para terdakwa mengaju-
kan Barrding, sehingga sidang masih dilanjutkan.l

Kasus tersebut di atas adalah salah satu kasus dari
beberapa kasus yang teriadi pada anak. Keputusan pengadilan
yang memproses kesalahan anak seperti aturan yang ada
mendapat pertentangan banyak kalangan, di antaranya KPAI
(Komisi Perlindungan Anak lndonesia) dan LBH (Lembaga
Bantuan Hukum). Anak adalah tunas, potensi dan generasi
penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis
dalam :menjamin eksistensi bangsa dan negara pada rvrsa
yang akan datang. Agar anak kelak rrnmpu memikul tang-
gung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesernpatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optirnal
baik fisik, mental, sosial mauPun spiritual. Mereka perlu
mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahtera-
kan. Ka.renanya, segala kntuk tindakan kekerasan terhadap
anak perlu dicegah dan diatasi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan
penerus cita{ita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia
bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memim-

rLihet Antata News,'Main Judi 10 Bocah Disidang', dalam http://
vww.rnt arancw6.com/vicw/?i=1245995932&c=NAS&s=HUK (24 Agustus
2009) darr Jar*a Pos (15 dan 28 Juli ?[9).
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pin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam
wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan
pembinaan secara terus mearcrus demi kelang-sungan hidup,
pertumbuhan dan perkerrbangan fisik, mental dan sosial serta
perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membaha-
yakan mereka dan bangsa di masa depan.'z

Kepribadian seorang anak sebagai individu belum
matang sehingga mudah terkena pengaruh dari luar sehingga
memungkin-kan mereka untuk berperilaku, menyimpang
antara Lain adanya dampak negatif dari perkembangan pernba-
ngunan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kerrajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua,
anak kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan
dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku,
penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau
orang tua asuh. Apabila hal tersebut dibiarkan, dapat menga-
kibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang .rilakukan oleh
anak.

Apabila penyimpangan dan pelanggaran tersebut
dilakulan, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak nakal3.
Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan
tingkah Iaku anak nakal ini perlu dipertimbangkan kedudu-
kan anak dengan segala ciri dan sifabrya yang khas. Meskipun
dalam realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang
kJras ini seringkali dilanggar oleh penegak hukurn, sehingga
anak kehilangan hak asasinya. Kasus penangkapan terhadap

2 Penielaean ttas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 199?
tentang Peradilan Anak

t Paral I ryat 2 Undang-Undaog Rcpublik Indonesia Nomor 3 Tahun 199?
Tentang Pcadilan lnak, be.bunyi, .nak nakal e&lah:

a. anak yang melakukan pidana; etau
b. enak yang melakukan p.rbu.tan Fng dinyrr.kar tedaang bagi enak,

baik menurut peraturen perund.ng-un&ngan E.upun metru.ui pcr.tur.n
hukum lain lang hidup dan berleku dalam masyarekat yeng bersangkutan.
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10 anak yang di dakwa melakukan perjudian di atas nrisalnya,
mereka beberapa hari setelah di tangkap kerap menangis dan
merasl ketakutan karena terpisah dari orang tuanya, bahlan
salah satu terdakwa pingsan pada saat menunggu persidangan
yang molor sehingga membuat mereka depresi..

Peradilan anak adalah salah satu upaya penyelesaian
penyirnpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh anak, dilakukan melalui kebijakan hukum
pidaner dengan menggunakan peradilan anal. Akan tetapi
proees penyelesaian dengan cara seperti itu dibutuhkan pemi-
kiran dan persiapan yang matang, jangan sampai karena salah
penangkapan dan prosedur membuat anal< mmjadi korban-
nya. Rradilan anak adalah segala aktivitas pemeriksaan dan
pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.
Segala altivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak,
apakah aktivitas itu dilakukan oleh polisi, jakm, hakim atau
pejabat pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip,
yakni demi kesejahteraan, kepentingan dan masa depan
mereka, tentunya, tanpa, mengurangi perhatian kepada
kepentingan masyarakat.

Ftoses peradilan anak tersebut diawali dengan penye-
lidikan tersangka anak, dilanjutkan dengan penyidikan,
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan
seterusnya hingga penuntutan, pemeriksaan di pengadilan,
pemuhrsan perkara dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan
haki:ru Keseluruhan proses tersebut didasarkan pada Undang
undanlg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana selaniutnya disebut KUHAP dan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 197 tentang Peradilan Anak
selanjutnya disebut UUPA.

' Lihat Antara N€ws, 'Kciagung Scsalkan 10 Bocah Disidang di Peradilan
Bia6a', dalam h tto: / /w*'w.antarancs,s.com /view/ ?i = 1247 831234& c=
NAs&s=HuK (24 Agustus 2@9) dan Jarz Pos (15 Juli dan 2x Juli 2009).
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Perlindungan, pelayanarl pemeliharaan dan azuhan
merupakan hak setiap anak. Walaupun anak mengalami
masalah kelakuan, ia tetap mendapatkan pelayanan dan
asuhan sebagaimana, diatur dalam Pasal 5 Undang Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

(1) Anak yang mengalami nrasalah kelakuan diberi
pelayanan dan asuhan yang bertujuan merolong-
nya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam
masa pertumbulun dan perkenrbangannya.

(2) Pelayanan dan asuharu sehgaimana dimaksudkan
dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang
telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran
hukum berdasarkan putusan hakin
Dengan demikian anak anak yang tersesat dan

telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap
diayomi, dilindungi dan diberi pelayanan &n asuhan serta
pendidikan dan bimbingan sehingga dapat merrjadi warga
negara yang berguna bagi diriya seniliri, masyarakag nusa
dan bangsa. Tulisan ini mencoba mengup:rs bagaimana
perlindungan hukum terhadap tersangka anak sebagai
upaya untuk melindungi hak asasi anak

PENGERTIANANAK
Pengertian anak adalah seorang yang rrasih ada di

bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.s
Anak adalah keadaan manusia norrral yang rrasih berusia
muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil
jiwanya sehingga sangat rrudah terkena pengaruh lingku-
ngan6 . Menurut Pasal l ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, anaft adalah seseolang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.

I Ronrli AEr.s.smita, Kzpitz Hekta kimholo6i @anarmg: lrmico, f9$), 25

' tr rtini Ka.tono, Gd ngg*znaaaggtan Psikis (Baaduog: linar Baru), 18?
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' t Departemen Pendidikan dan Kebudayaaq Kamus Beiar Babasa Indonesia
(Jakartar Bal.i Pu6taka' 1989)' 3 f.

r Maulana Hassan wadong, Adoobasi dat Huktm Perlindtngan Aaah

Qakattar Grasiado, 20$)' 20.
, Madhe Sadhi Astuti , Pemidaaaar Terbadap Arub S&agai Pelzka Tiulzk

Pidana (Malar.gtlflP Malang, 1999), 2

3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan anak
adalalrL orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan
dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyata-kan, bahwa anak
adalah. manusia yang masih kecil.7 Setiap anak berhak untuk
hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendarpatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan Anak mengklasifikasikan anak ke dalam
pengertian berikut ini:
a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan

pengadilan menialani pidana di LAPAS Anak paling lama
sarrrPai hrumur 18 tahun.

b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan
pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan
ditempa&an di LAPAS anak paling lama sampai berumur
18 tahun.

c. Anetk sipil adalah anak yang abs permintaan orang tua atau
walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik
di L,APAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.8

Dari beberapa pengertian tersebut ada ahli yang mengu-
kur kri.teria anak dari sisi fisik, misalnya Romli Atmasasmita
dan R.A Koesnoen: penentuan kategori anak berdasar unsur
fisik dan psikisi Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa
pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan
sedanlJ menentukan identitas diri sehingga berakibat pada
mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan.e
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Dari berbagai pendapat di atas dapat dipilah bahwa
pengertian anak dapat dipandang dari 2 sisi sebagai berikut :

a. Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran
umur dan status perkawinan. Penenfuan umur tersebut
antara negara satu dengan lairmya tidak saru. Di Amerika
Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan
usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian
laimya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula
negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahuru di
Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di
Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun;
di negara negara Asia antara lain Sri l-anka 8 sampai 16
tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, fepang dan Korea 14 sampai
20 tahuru Kamboia 15 sampai I5 tahun; negara negara
ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia
7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun.lo
Ketentuan Task Fore on luoeaile Delinqueacy Preoentiott
nenghinbau agar batas minimal penentuan status anak
anak adalah 10 tahun dan maksirnal antara 16 sampai 18
tahun The kijing Rules nenetapkan batasan anak adalah 7
sampai 18 tahun. Sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya
merrentukan batas atas suahr usia anak analg yaitu 18 tahulu

b. Sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan
jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan
kedewasaan sesmrang dengan adanya "minderjarig" dari
sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseor:rng
menjadi dewasa ialah saat (laki laki atau perempuan)
sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah
ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah
tangga sebagai laki laki muda atau bini muda yang

n Sri Vidayati %ekiro,, Auk dm Vlaaiu dzlam Hykrz (fekrrra: Lp3ES,
1989), 10-11

rr Paulus Hadisuprapto, ltoetile Deliaqtency, Pemabamat dan
Pencegabaaaya (Baodung: Gtra edig'a Bakti, 1997), E
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merupakan keluarga yang hrdiri sendiri. Hukum adat juga
menegaskan bahwa yang disebut anak fi bawah umur
adalah mereka yang belum menentukan tanda tanda fisik
yang konkret bahwa mereka telah dewasa.u

Berdasarkan ketentuan yuridis formal (Undang
Undang) bahwa dalam menentukan kedewasaan seseolang
didasarkan atas kernatangan biologis dan psikis (kejiwaan),
sedangkan menurut ketenfuan hukum adat untuk menentu-
kan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan
biologis saja.

Dalam Pasal 1 butir L4 KUHAP, yang dimaksud
dengan. "tersangka" adalah seorang yang karena perbuatan-
nya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian anak
dan kelentuan Pasal 1 butir 14, maka dapat dikatakan bahwa
yang dimaksud dengan "tersangka a;rak" adalah seorang yang
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pemah kawin, yang
karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permullaan, patut diduga melakukan tindak pidana atau
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang undangan maupun
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutarL

a Soedjono Dirdjoeiseoro, Sejarah dza Azas Peaologi @emasyarakztaa)
(Banduogr Armico, 1984), 230

! Shanry Dcllyana, Wa ta d.an Atak di Mau Hukam (Yogyakata: Iibetty,
xnq,fi-12

HAK-TIAKANAK
1. Hak Anak Dalam Deklarasi Hak-Hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang
Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan mempro-
klarnasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan Deklarasir3
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tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani
masa kecil yang membahagialan, berhak menikmati hak-
hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri
Evrupun Eursyarakal Semua pihak baik individq orang
tua, organisasi sooial pemerintah dan rrasyarakat diharap
kan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua
upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang
hak anak menurut deklarasi tersebut, diantaranya:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati sernua hak
yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua ana-k tanpa
pengecualian yang bagaimanapun berhak atas traktrak ini,
tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis
kelami+ bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau
di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial,
kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari
segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

Prinsip 2: Setiap anak harus memperoleh perlindu-
ngan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan
fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lairu sehing-
ga secara jasmani, mental dan moral spiritual dan sosial,
mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam
keadaan bebas dan bermartabaL

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus
memiliki nama dan identitas kebangsaan

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat
dari jaminan sosial.

Priruip 5: Setiap anak yang baik secara fisik, mental
dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan
khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan
kondisinya.

Priruip 6: untuk perkembangan pribadinya secara
penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih
sayang dan pengertian.

Prirsip Z setiap arakharus rnenerirna per.didikan seca-
ra ouna-cuma sekuang-kurangrya di tingkat sekohh das.t.
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Prinsip 8: Setiap anak &lam situasi apapun harus
menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak harus dilindungi dari setiap
bentuk keterlantaran, tindalan keketasan daa eksploitasi.

Prirsip 1G setiap anak harus dilindungi dari setiap
praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan
bentuk-bentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia iuga meratifikasi Konvensi
Halk Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara
hul-um telah timbul kewajiban untuk menghorrrati dan
meniamin hak hak yang ditetapkan dalam Konvensi
tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari
Maielis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa
merundang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama
maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup
empat bidang:
1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas

tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidi-

kan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya,
kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta
hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan,
perlakuan dan perlindungan khusus.

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas s€ga-
la bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan
sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana

4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyata-
kan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak
untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang
menyangkut dirinya.

2. Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam
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bab X (sepulrrh) \'ang tercantum dalam Pasal 52 sampai
dengan 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa 1) Setiap anak
berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat
dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan
untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi
oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan-

Pasal 58 ayat 1) setiap anak berhak untuk menda-
patkan perlindungan hukum dari segala bentul kekerasan
fisik atau mental, penelantaraan, perlaku.rn buruk dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua
atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung
jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2) Dalarn hal orang
tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
penganiayaan fisik atau mental, penelantara& p€rlakuan
buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaary dan
atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya
dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 64 setiap anak berhak untuk memperleh
perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap
pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat
mengganggu pendidikan, kesehaan fisik, moral,
kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65 setiap anak berhak untuk merrperoleh
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan
seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai
bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
aditif lainnya.

Pasal 66 ayat 1) setiap anak berhak untuk tidak
dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 2) hukuman
mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijahrlkan
untuk pelaku tindak pidana yang masih anak,3) setiap
anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara
melawan hukum, 4) penangkapan, penahanan, atau
pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan
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hulcum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan
sebagai upaya terakhir,5) setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara
ma:nusiawi dan dengan rremperhatikan kebutuhan
pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus
dip.isahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingan-
nya, 5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
memperoleh bantuan hukum atau bantuan Iainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang be aku,
7) setiap aruk yang dirampas kebebasannya bettrak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam
sidang yang tertutup untuk umurn Beberapa pasal di atas
dibuat semata-mata untuk melindungi hak asasi anak dari
kekerasan maupun penganiayaan orang tua, masyarakat
ruruPun negara.

3. Hak Anak dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak

Hak anak dalam undang-undang ini di6tu1 dalaal
Pasal 2 sampai Pasal 8. Pasal-Pasal tersebut diantaranya:

Pasal l ayat 1) anak berhak atas kesejahteraan, pera-
watan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang
baik dalam keluarganya uurupun di dalam asuhan khusus
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Ayat 2) Anak berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan ssialnya,
sesuai dengan negara yang baik dan bergrrna.

. Ayat 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlin-
dungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah
dilahtukan.

Ayat 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap
linp;kungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar,
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Pasal 6 ayat 1) Anak yang mengalami masalah
kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan
menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi
dalam masa pertumbuhan dan perkembangarmya.

Ayat 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak
yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran
hukum berdasarkan keputumn hakirrr-

Pasal 7 Anak cacat berhak memperoleh pelayanan
khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan per-
kembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan
anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Bantuan dan pelayanao yang bertujuan
mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak
tanpa membedakan jenis kelamin, agama, Pendirian
politik dan kedudukan sosial.

4. Hak dan Kewajiban Anak <blam Undang-Undang No.
Zt Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di .lalam undang-undang ini
mengatur hak-hak anak tercantun dalam pasal 4-18
meliputi:
1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi

sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya.
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau

diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan
terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
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6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdamnnya sezuai dengan rrinat dan bakatnya.

7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerirul,
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.

8. Berrstinhat nwanfaatlan waktu luan& bergaul dengan
anak yang sebaya, bermah berelreasi sesuai minat, bakat
dan tingkat kecerdasarurya derni pengembangan diri

9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat)
berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan
p€meliharaan taraf keseiahteraan sosial.

10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskri-
minasi, eksploitasi baik ekonomi rurupun seksual,
penelantatan, kekejamarg kekerasan, dan pengania-
yaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

11. Dfuahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi
korban kekerasan seksual rraupun berhadapan dengan
hukum

12. Merrdapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya
bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat
hukum sebagai pelaku tindak pidana.la

Disamping hak-hak diatas, dalam undang-undang
ini juga mencantumkan kewajiban anak di dalam pasal 19
yang menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk
a) menghormati orang tua, wali dan guru; b) mencintai
keluarga, masyarakat, dan menyayangi tennn; c) mencin-
tai tanah air, bangsa dan negara; d) menunaikan ibadah
sesuai dengan ajaran agamanya dan d) melaksana-kan
etika dan akhlak yang mulia.

r Iltrrfidah, ct al., Harasbab Perempxat don Anak dihorbaakaa?
(Yogyekarta: Piler Mcdia, 2006), 17-18
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK
ANAK DALAM PROSES PERADILAN

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat
dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar
hukunu berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut
Bismar Siregar dan Abdul flakim Garuda Nusantara: "Hukum
harus menitikberatkan pada hak anak pada umururya, dan
dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti
sebagai sosial studi dari anak-anak yng melakukan tindak
pidana sehingga dapat fikaji secara individual latar belakang
dan sebaLsebab pelanggaran pidananya.E

Pengertian perlindungan adalah: tempat berlindung hal
(>erbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.l5 Kata perlin-
dungan, berakar dari kata dasar "lindung" mendapat konfiks
"ke an" sehingga menjadi kata benda bentukan dan bermalma
abstrak. Merrurut Gorys Keraf fungsi konfiks "per an" adalah
membentuk kata benda. Arti kata bentukan yang ber konfiks
" pet arr" adalah: menyatakan tempaq menyatakan hasil
perbuatary menyatakan peristiwa itu sendiri atau hal perbua-
tan.t7 Dalam konteks ini pengertian kata bentukan berup4
"perlindungan" adalah menunjuk pada peristiwa itu sendiri
atau hal perbuataru

Perlindungan adalah perrberian iaminan atas keama-
nan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian atas segala
bahaya yang meng,rncam pihak yang dilindungi. Hal ini
berarti perlindungan hukum adalah suatu jaminan pada diri
anak oleh hukum agar mereka dapat memperoleh jaminan
keamanan, ketenterarnan, dan kesejahteraan- M€nurut Siregar,
aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada, hak hak anak
bukan kepada kewajiban anak karena ana_k secara hukum
belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggung-

r Maulana Hassan Vadoag, Adoohasi ...,21
6 Departcmen Pendidikan dan Kebudayaur, Kamts Besar ...5 .

' Gorys Kera( Tata Babasa Indoaesia (Endo: Nuee ladah, 1984), 116
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jawaba,n.18 Perlindungan hukum pada anak tidak hanya
berdasar hukum terhrlis, tetapi juga termasuk hukum tidal<
tertulis dengan harapan agar ada jaminan pada anak dalam
menialankan hak dan kewajibannya. re Perlidungan hukum
pada anak merupakan keseluruhan ketentuan hukum
mengelrai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak atau
remaia sebagaimana diatur dalam Burgelijk Wetboek @W),
Hukum, Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

6UHD, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan peraturan pelaksanaarurya.!

Dari sisi pengertian, J.E. Doek dan H.M.A. Drewes, yang
menyatakan bahwa hukum perlindungan anak terbagi
menjadi 2 pengertiarg yaitu:
a. Dalam arti luas, adalah segala aturan hidup yang memberi

perliindungan kepada mereka yang belum dewasa dan
meriberi kerungkinan kepada mereka untuk berkembanpp

b. Dalarm arti sempit, adalah perlindungan hukum yang
terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan
hukrrm pidana dan ketentuan hulum acara.

Perlindungan hukum pada anak yang bersifat yuridis
pada dasamya menyangkut perlindungan hukum yang diben-
kan pada anak baik di bidang hukum tertulis maupun hukum
adat yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan
kebutuhannya agar mereka dapat menikmati hak haknya
dengan baik. 21 Ditelaah dari segi sifatrya, perlindungan anak
dibagi meniadi 2, yaitu: a. bersilat yuridis, yaitu meliputi
perlindrrrgan anak dalam bidang: hukum publik dan hukum
keperdataan; b. bersifat non yuridis meliPuti perlindungan

r Mulyune \P. Kueuuu (Pcoy.), .Ilr&rzr tht Hab'Hah Atak ll,kartz.:.
Raie*eli, 198Q, 3

D kil Got,ita.,Masalab Perlitdragan Aaah (akerta: An.dcmina Prcesindo,
1985),53, Irma Sctyoweti Socmitro, As2eA .f,ftrbm Poliadutgan An4k g.k tt^:
Bine Aksara, 1990)' 15

a Made Sadhi Astu ri, Pemidanaaa ,.., l.
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dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang
pendidikan.2

Dalam seminar tmtang Perlindungan Anak atau Remaja
yang diadakan oleh Prayuwana pada tahun 197 disepakati
adanya dua nunusan tentang pelindungan anak, yaifu: a.

segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengarnanan, kekuasaan dan pemenuhan
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai
dengan kepentingan dan hak asasi; b. segala daya upaya ber-
sama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga
masyarakat, badan badan pemerintahan, dan pemenuhan
kesejahteraan rohaniah dan jasnnniah aruk berusia 0 21 tahuo
tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan
kepentingan agar dapat mengembang-kan dirinya seoptimal
mungkin.a Ruang lingkup perlirdungan anak yang bersifat
yuridis disanping hukum tertulis juga termasuk ketentuan
hukum adat yang terkait dengan jaminan terhadap anak sesuai
dengan kebutuharurya agar nrereka dapat melaksanakan hak
haJ<nya secara baik

Berkaitan dengan perlindungan anak, Irwanto menye.
butkan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu: a. negara harus
ikut campur rl.larn urusan perlindungan anak karena anak
tidak dapat berjuang smdiri; b. setiap keputusan mengenai
anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang
terbaik bagi anak; c. perlindungan anak harus diakukan sejak
dini dan secara terus menerus; d. perlindungan terhadap anak
membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan
dan dari seluruh tingkatan masyarakat.u

2 Irmr Sctyowati Soemit o, Atpek Hthtm .-,1?fr.
a Madc Sadhi .Astuti, Perr,idauan ...,r.
a Muhammad Jooi dan Zrulc|lraiat Z.'ta.nz.mts, Aspeb Huhm P erliad*agan

Anak ddlam Kontedsi Hah Anak @ardrng: Citra .dig'a BaLi, 1999), 106
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Dari beberapa uraian mengenai pengertian istilah
tersebut, dapatdisimpulkan bahwa pengertian perlindungan
hukurrr terhadap anak dalam konteks ini adalah pemberian
jaminan perlindungan secara yuridis pada anak sesuai dengan
kebutuhannya agar mereka dapat memperoleh hak haknya
secara baik. Ketentuan yuridis tersebut dituangkan dalam,
peraturan perundangan nasional dan instrumen intemasional.
Selanjutnya sebelum diuraikan tentang hak hak anak dalam
ptoses penyiditan, berikut ini akan diuraikan ketentuan
mengerui iaminan perlindungan hukum bagi seseorang dalam
proses penyidikan yang tertuang dalam KUHAP (Kitab
Undan;g-Undang Hukum Acara Pidana).

Pemikiran dan usaha-usaha peradilan anak dimulai
sekitar tahun 1958 dmgan diadakannya sidang pengadilan
anak yang berbeda dengan sidang pengadilan bagi orang
dewasa. Usaha ini dilakukan dergan alasan bahwa anak yang
melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan
orang d[ewasa yang melakukan tindak pidana. Pada dasamya
penanS;anan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari
pada penghukuman, dan cenderung kurang menitikberatkan
pada ar;pek hukumnya, dan prosedur peradilannya bersifat
informal. Di dalam tata cara peradilan anak ditentukan
persyaratan sebagai berikuts:

a. Tempat peradilan di luar pengadilan negeri, sederhana
dan tidak merupakan peradilan.

b. Tempat tahanan khusus didirikan dan anak ditahan
seperlunya saja, kebanyakan mereka ditahan di luar,
di rumah sen<liri.

c. Waktu yang diberikan khusus untuk peradilan anak
dan tidak diseling oleh peradilan orang dewasa.

d. Suasana makin lama maLin tenang dan tanya iawab
dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak
merasa tidak takut dan aman.

! Shanty Dcllyana, ITaaita dan Anah di Mau Hrhtm ...,4344
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e. Sidang tertutup, hanya dikunjungr oleh orang tua/
wali/pengasuh anak, petugas sosial, saksi-saksi dan
orang yang bersangkutan deagan perkaranya. Warta-
wan tidak boleh ilut serta mengingat kehormatan dan
sebagainya. Jika wartawan diperbolehkan rrasuk oleh
hakim, identitas anak tidak boleh diumumkan

f. Para petugas menrakai pakaian preman bukan uzform.
g. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang palingmudah

dimengerti anak dan keluarganya.
h. Tiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang

ahli.
Tata cara peradilan di atas kemudian dikuatkan dmgan

berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak. Didalam Pasal4O disebutkan bahwa Hukum
acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara perrgadilan
anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Didalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa semua
petugas dari penyidik, jaksa, hakim harus menrenuhi syarat
untuk dapat menangani kasus anak, diantaranya telah
berpengalaman di bidangnya dan mempunyai minat,
perhatia4 dedikasi dan menahami rusalah aruk

Pada saat memeriksa tersangka anak, penyelidik wajib
memeriksa tersangka da'lam suasana kekeluargaa& penyelidik
wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing
kenrasyarakatan dan apabila perlu dapat nreminta pertimba-
ngan atau saran ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli
agama, atau petugas pemasayarakatan lainnya. Proses pmyi-
dikan tersangka juga harus dirahasiakanx

Berdasarkan Pasal50 KLJHAP ditentukan: (1) Tersangka
berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umumi (2) Tersangka
berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh

a Uhet Pasal 42 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 lenraog Peradilan Anak
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penuntut umurL Selanjutnya dalam Pasal 51 KUHAP huruf
a ditentukan: Untuk mempersiapkan pembelaa4 tersangka
berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya
pada waktu pemeriksaan dimulai.

Pasal 52 KUHAP ditentukan: dalam pemeriksaan pada
tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa
berhak memberilan keterangan secara bebas kepada penpdik
atau hakirn Pasal 53 KUHAP: (1) Dalam pemeriksaan pada
tingkat penldikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa
berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777; (2) Dalam hal
tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. Pasal. 54
KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau
terdakwa berhak mendapat bantuan hulum dari seorang atau
lebih penasihat hukum selama, dalam waktu dan pada setiap
tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan
dalam undang undang ini. Pasal. 55 KUHAP: Untuk menda-
patkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka
atau trrdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Selanjutnya dalam Pasal 56 KUHAP ditentukan: (1)
Dalarr hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati
atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi
merek.a yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima
tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum
sendi:ri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasihat hukum bagi mereka; (2) Setiap Penasihat hukum
yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (il), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal5T KUHAP ditentukan, bahwa: (1) Tersangka atau
terdatrlwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi
penasrihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang
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undang ini; (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan
asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan
berbicara dengan perwakilan negaranya dalarn- menghadapi
proses perkaranya. Pasal53 KUFIAP: Tersangka atau terdakwa
yang dikenakan penahanan berhak menghubugi darr mene-
rima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan keseha-
tan baik yang ada hubungannya dengan perkara maupun
tidak Pasal 59 KUHAP: Tersangka atau terdakwa yang
dikenakan penahanan berhak diberitahukan penahanan atas
dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya
atau orang Lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa
ataupun orang lain yang bantuannnya dibutuhkan oleh
tersangka atau terdakwa untuk mendapa&an bantuan hukum
atau jaminan bagi penangguhannya.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan
menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan
kekeluargaan atau l,ainnya dengan tersangka atau terdakwa
guna mendapatkan iaminan bagi penangguhan
ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum seperti
ditentukan dalam Pasal 60 KIIHAP. Selanjutnya dalam Pasal
61 ditentukan, bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara
langsung atau dengan perantara penasihat hukunnya meng-
hubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam
hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka
atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk
kepentingan kekeluargaan. Disamping itu, setiap tingkat
pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam.
undang undang ini. Untuk kepentingan pembelaan bagi
dirinya, tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan
saksi seperti tercantum dalam Pasal65 KUHAP yang berbunyi:
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahalan dan
mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian
khusus gulra memberikan keterangan yang menguntungkan
bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 66 KUHAP ditetapkan,
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bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembrrktian.

Tersangka juga berhak menuntut ganti kerugian
sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KUHAP yang berbunyi:
Tersangka. atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian
dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan
selaniutnya. Sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian
yang dtiaiukan oleh tersangka didasarkan karena penangkapan
atau pehahanannya tanpa alasan yang berdasarkan undang
undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang
diterapkan seperti yang ditentulan Pasal95 (1) KUHAP yang
berbunyi: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak
menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahary dituntut
dan diadili atau dikenalan tindalan lairu tanpa alasan yang
berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Anak
(truP,4) yang memuat ketentuan ketentuan yang be$ifat
khusus tentang anak, maka ketentuan ketentuan yang bersi{at
umum dalam KUHAP dikesampingkan. Ketentuan Pasal 51

UUPA mengesampingkan ketentuan dalam KUHAP yang
berhuburgan dengan penasihat hukum. Pasal. 51 UUPA
ditentukan: (1) Setiap Anak Nakal seiak saat ditangkap atau
ditahan berhak mendapa&an bantuan hukum dari seorang
atau l,ebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada
setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan
dalam undang undang ini; (2) Pejabat yang melakukan
penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada
tersangka dan orang tua, wali" atau orang fua asuh, mengenai
hak memperoleh bantuan hukum sebagaimarra dimaksud
dalarrr ayat (1); (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau
ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat
Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang
berwenang. Dalam UUPA sendiri, perlindungan hukum
terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal 45 (4) selama
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anak ditahao kebu hrhan jasmani, rohani dan sosial anak harus
tetap dipenuhi. Selain itu, Pasal5l (1) UUPA mengatur : Setiap
Anak Nakal sejak diungkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat Hukum
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat perreriksaan
menurut tata cara yang ditmtukan dalam undang-undang ini.

PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK
Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak

anak ke dalam stahrs sosial anak dalam kehidupan masya-
rakatz, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-
kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Selama ini
anak hanya dipaksa menuruti kehendak orang tua tanpa
diperhatikan kehendak anak. Oleh Karena itu perlindungan
mutlak diperlukan Proses perlindungan anak tersebut sebagai
proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan kemam-
puan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kema-
syarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan
dengan cara sistematis, melalui serangkaian progranl stimu-
lasi" latihan, pendidikan, bimbingan keaganaan, permaianan
dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang
dinamakan advokasi dan hukum perlindungan ana-k. Orang
tua iuga mempunyai peranan yang sangat penting dalam
tumbuh kembang anak, mereka juga harus mendapatkan
pendidikan dan pelatihan bagaimana mendidik anak yang
baik dan menghargai hak-hak anak. Pola asuh dengan mene.
rapkan konsep pendidikan Asah (orang tua harus merrcerdas-
kan anak), Asih (orang tua harus memberikan kasih sayang),
Asuh (orang tua harus mengarahkan anak) yang seimbang
mutlak diperlukan.

' Maulana Hassan Vadoog, A&tokai ...,36
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HAK ASASI ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PROSES PERADILAN

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana
perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengemba-
ngan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan
(tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses pera-
dilan pidana adalah suatu proses yuridis, dirnana harus ada
kesepakatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pen-
dirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai
rracam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputsan
yang diambil mempunyai motivasi tertentu.

Sehuburqgan dengan demikian maka ada beberapa
hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperfuangkan
pelaksanaannya bersama-sama yaitu antara lain4
a. Sebelum persidangan

1. Sebagai pelaku
1.1 Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti

salah;
1.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap

tindakan-tindakan yang merugika& menimbulkan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
(ancanun, pmganiayaan, cara dan tempat pernhanan
misalnya).

1.3 Hak mendapatkan pendamping, penasehat dalam
rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam
persidangan yang akan datang dengan prodeo;

1.4 Hak untuk mendapa&an fasilitas ikut serta mem-
perlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpor,
penyuluhan dari yang berwajib).

2. Sebagai korban
2.1 Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan

metal, fisik dan sosialnYa;

' Shanty Dellyana, Vaniu dax Auk'Andk .-.,51-55.
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2.2 Hak diperhatikannya laporan yang disampailan-
nya dengan suatu tindak Ianiut yang tanggap dan
peka tanpa imbalan (kooperatif)

2.3 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap
tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan
penderitaan mental fisik, sosial dari siapa saja (b€rba-
gai macamancaman, penganiayaan, pemerasan
misalnya).

2.4 Hak trntuk mendapatkan pendamping penasihat
dalam mngka mempersiapkan diri berpartisipasi
dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo

2.5 Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta
memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/
korban (transpor, penyuluh dari yang berwajib).

3. Sebagai saksi
3.1 Hak diperhatikannya laporan yang disampaikan-

nya dengan suatu tindak Ianjut yang tanggap dan
peka, tanpa mempersulit para pelapor.

3.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap
tindakan-dndakan yang merugikan, menimbulkan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
karena kesaksian (berbagai arrcanu4 penganiayaan
misatnya).

3.3 Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta mem-
perlancar pemeriksaan sebagai salsi (transpor).

b. Selama persidangan

1. Sebagai pelaku:
1.1 FIak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara

. persidangan dan kasusnya.
1.2 Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama

persidangan.
1.3 Hak untuk mmdapatkan fasilitas ikut serta mem-

perlancar persidangan mengerui dirinya (transpor,
perawatan kesehatan).
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'1..4 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap
tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan
penderitaan mental, fisik, soaial (berbagai macam
ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penaha-
nan misalnya).

1.5 Hak untuk menyatakan pendapat
1..6 Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan

yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap,
ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang atau karena kekeli-
ruan mengenai orangrya atau hukum yang diterap
kan merurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal
7 ayat22).

1.7 }{ak untut me{rdapatkan perlakuan pembinaan/
penghukuman yang positif, yang masih mengem-
bangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

2 Siebagai korhn:
2.1 Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menhadap

sidang sebagai saksi/korban (uanspot, p6ryuluhan).
21.2 Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara

persidangan dan kasusnYa.

2.3 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap
tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ber-
bagai macam ancaman, penganiayaan, pembu-
nuhan misalnya).

2.4 Hak untuk menyatakan pendapat.
ll.5 Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian,

penderitaarmya.
2.6 Hak untuk memohon persidangan tertutuP.

3. Sebagai saksi;
:1.1 Hak untuk dapatfasilitas untuk menghadiri sidang

sebagai saksi (transpor, penyuluhan).
3.2 Hak untuk mendapa&an penjelasan mengenai tata

70
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cara persidangan.
3.3 Hak untuk mendapatkan terhadap

tindakan-tindakan yang merugika& meninibulkan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
(berbagai rvrcam ancatna& penganiayaan, pem-
bunuhan misalnya).

3.4 Hak untuk mendapatkan ijin dari sekolah untk
menjadi saksi.

c. Setelah persidangan
1. Sebagai pelaku:

1.1 Flak-untuk mendapatkan pembinaan atau penghu-
kurnan yang manusiawi sesuai dengan Parrcasila,
UUD 1945 dan ide mengerni pemasyarakatan.

1.2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap
tindakan-tindakan yang merugikarU m€rrimbulkan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
(berbagai rracam ancarur; penganiayaaq porbu-
nuhan misalnya).

13 FIak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang
tuanya keluarganya.

2. Sebagai korbar"-
2.1 hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap

tindakan-tindakan yang merugikarf menimbulkan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembu-
nuhan misalnya).

2.2 Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik, dan
sosial

3. Sebagai saksi:
Hak. untuk mendapatkan perlindungan terhadap

tindakan-tindakan yang merugikan mental, fisik, sosial
dari siapa saja.

Dalam prakteknya, anak yang berhadapan dengan
sistem peradilan seringkali mengalami keadaan yang merut-
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kutkan. Hal ini disebabkan karena:
1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak

kenal, dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimazukkan dalam prooes peradilan

sering tidak jelas.
3. Sistem peradilan dibuat untul dan dilaksanakan oleh

orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan
anak dan tidal< "ramah anak".

4" Proses peradilan menimbulkan stres dan trau[ra
pada arak.3

Anak yang berperkara di pengadilan baik posisi dia
sebagai pelaku saksi maupun korban seringkali mengal,ami
tekanan-tekanan. Tekanan tersebut dapat bersumber dari
beberapa rangkaian p'roses di pengadilan, diantaranyas:

9lbelum persidangan berlangsung, anak akan menga-
lami tekanan-tekanan yang bersumber pada pemeriksaan
media (dialami bagi korban); pertanyaan yang tidak simpatik,
diulanliulang, kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas
pemeriksa (bagi korban dan pelaku); anak harus menceritakan
kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyeneng-
kan dan melakukan rekonstruksi; Adanya wawancara dan
pemberitaan media; menunggu persidangan; proses persida-
ngan yang tertunda; pemisahan dari keluarga, tempat tinggal.
Dampak dari tekanan tersebut, anak mengalami ketakutao
kegelisaharl gangguan tidur, gangguan nafsu makan dan
gangguan iiwa.

Pada waktu di persidangan, tekanan pada anak bisa
terjadi pada saat menunggu di persidangan; kurang pengeta-
huan tentang proses yang berlangsun& tata ruang pengadilan;
berhadapan dengan terdakwa (bagi korban); saksi dan korban

! Priyono Adi Nugroho (LPA Jawe Timur), 'Perlindungan Arrak yang
b€rkonflik deogan Hukum' ,44halab, disampaikan pada kegiatan Seminar
Hari Anal< Nasiond 2009 Kanto. Pembetdayaan Percmpuan &n Perlinduogan
Anak Pend€rintah Dacrah Kabupaten Ponorogo (16 Juli 2009).

s Ibid.
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(bagi terdakwa); berbicara dihadapan petugas pengadilan;
proses pemeriksaan dalam sidang. Dampak dari tekanan
tersebut, anak mengalami kegelisahan, keteganga+ kegugu-
pan, kehilangan kontrol emosional menangis, gemetaran,
malu, depresi, gangguan kemampuan berpikir termasuk inga-
tarL gangguan kemampuan berkomun&asi untuk memberi
keterangan atau kesaksian yang jelas. Setelah persidangaru
tekanan pada anak bersumber dari putusan hakiuu tidak
adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalalu
dan kenrarahan dari pihak keluarga.

Selanjutnya, menurut PriyonoPl ketika terjadi tindak
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak yang
harus dilakukan adalah memperoleh keadilan. Selama ini
konsep keadilan yang dipakai adalah keadilan retributif yang
melihat kejahatan sebagai pelanggaran sistemi fokus
menjatuhkan kesalahan; menimbulkan rasa bersalah; korban
diabaikan; pelaku pasif; pertanggungjawaban pelaku adalah
hukurnaru respon terfokus pada perilaku nrasa lalu pelaku;
stigma tak terhapuskan; tidak didukung untuk menyesal dan
dimaafkan; bergantung pada aparab proses sangat rasional.
Solusi yang dia tawarkan adalah perlunya perubahan
paradigma tentang konsep keadilan yaitu konsep keadilan
restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana
semua pihak yang terlibat da lam suatu tindak pidana tertentu
bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani
akibatnya dimasa yang akan datang. Dilihat dari kacamata
keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran
terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana
menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
memperbaiki rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

r rbid.
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l(eadilan testoratif menganggap kejahatan adalah
perla-ktran terhadap individu atau masyarakati fokusnya pada
pemeceihan masalah dan memperbaiki kerugian; hak adalah
kebutuhan korban diperhatikan; pelaku didorong untuk
bertanggung jawab; pertanggungjawaban pelaku adalah
menuniukkan empati dan menolong untuk memperbaiki
kerugftrrg respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan
akibat pe$laku pelaku; stigma dapat hilang melalui tindakan
yang tepat pelalu didukung agar mmyesal dan maaf sangat
mungkin diberikan; bergantung pada keterlibatan langsung
orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian; diperbolehkan
untuk merriadi emosional.

P:rinsip dari keadilan restoratif adalah membuat
pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian
yng ditnnbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan
kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitas-
nya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konskultif;
me[batkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan
teman sebaya; menciptakan forum untuk bekerja sama dalam
menyelesaikan rrasalah; menetapkan hubungan langsung dan
nyata antara kesaLahan dengan reaksi sosial yang formal.

PENUTUP
Anak adalah anugrah dari Allah s.w.t. Kkepribadian

seorang anak sebagai seorang individu belum matang
sehingga mudah terkena pengaruh dari luar sehingga
memungkinkan mereka untuk berperilaku menyimpang
antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan
pembangunan, pembangunan yang cePat, arus globalisasi di
bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengeta-
huan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian
orang 1!ua, anak kurang memperoleh kasih sayang, asuha&
bimbirrgan dan pembinaan dalam pengembangan sikap,
perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua,
wali, atau orang tua asuh. Apabila hal tetsebut dibiarkan,
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dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari
perbuatan yang sengaja rnaupun tidak sengaja melanggar
hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Hukum
harus menitikberatkan hak anak pada umumny+ dan dalam
proses peradilan pidana pada khususnya. latar belakang dan
sebab-sebab pelanggaran pidananya perlu dikaji mengapa
mereka melakukan tindak pidana. Peran dari keluarga,
sekolah, masyarakat, negara mutlak diperlukan untuk
menangani masalah tindak pidana anak untuk memperbaiki
kualitas calon generasi muda kita menjadi lebih baik.
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